No.

RENCANA AKSI

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Uraian

TAHUN 2026

Indikator

Visi : Pembangunan Gresik Maju yang berkelanjutan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat

1 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital Yang Adaptif

dan Transparan

11

1.11

1.1.1.1

1.1.1.1.1

Meningkatnya digitalisasi Layanan

PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH

DAERAH KABUPATEN/KOTA
PENYELENGGARAAN JARINGAN INTRA PEMERINTAH
DAERAH KAB/KOTA

a. Pengadaan Perangkat dan Lisensi Pendukung
Penyelenggaraan Jaringan Intra

b. Pelaksanaan aktivasi dan operasional CCTV Pemerintah

Daerah

c. Pemeliharaan CCTV terintegrasi jaringan intra

d. Pemeliharaan jaringan kelurahan

Indeks Pemerintah Digital

Persentase digitalisasi layanan
Kapasitas bandwith jaringan intra pemerintah daerah

Jumlah area publik dan perangkat daerah yang difasilitasi
jaringan internet

Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang
terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Kab/Kota

Jumlah dokumen pengadaan perangkat dan lisensi
pendukung jaringan intra yang telah dilaksanakan

Jumlah titik CCTV yang beroperasi

Jumlah laporan Pemeliharaan CCTV terintegrasi jaringan
intra

Jumlah laporan Pemeliharaan jaringan kelurahan

TWI

2
Dokumen

29 Titik

Target

TWII TWII
- 3
Dokumen
29 Titik 29 Titik
- 1
Laporan
2 3
Laporan Laporan

TWIV

29 Titik

1
Laporan



No.

1.1.1.1.2

1.1.2.1

1.1.2.1.1

Uraian

e. Pelaksanaan sertifikasi Surveillance ISO 27001:2022

PENYEDIAAN AKSES INTERNET

a. Perencanaan Kebutuhan Bandwidth Jaringan Intra Pemerintah

Daerah

b. Pengadaan Kapasitas Bandwidth Jaringan Intra Pemerintah
Daerah

c. Penyediaan Internet untuk Perangkat Daerah dan WiFi Publik
Pemerintah Daerah

d. Pengoperasian Jaringan Intra Pemerintah Daerah

e. Pemeliharaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah

f. Pemantauan dan Evaluasi Layanan Jaringan Pemerintah

Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN/KOTA

KOORDINASI PEMBANGUNAN DAN/ATAU PENGEMBANGAN
APLIKASI KHUSUS YANG SESUAI DENGAN ARSITEKTUR DAN
PETA RENCANA SPBE PEMERINTAH DAERAH, SERTA
PEMANFAATAN APLIKASI UMUM SPBE

Indikator

Jumlah kegiatan sertifikasi surveillance 1ISO yang
dilaksanakan

Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang
memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas

Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan bandwidth
jaringan intra yang disusun dan ditetapkan

Jumlah kapasitas bandwidth yang tersedia sesuai hasil
pengadaan

Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang
memanfaatkan layanan akses internet yang disediakan

Laporan ketersediaan layanan (uptime) jaringan intra
Pemerintah Daerah

Jumlah laporan perbaikan terhadap perangkat atau
koneksi yang mengalami gangguan

Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi layanan
jaringan yang disusun

Persentase aplikasi yang dimanfaatkan Perangkat
Daerah

Jumlah aplikasi yang difasilitasi pengembangannya
menggunakan SDLC (Software Development Life Cycle)

Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau
dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi
tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan
pengembangan aplikasi SPBE

TWI

1
Dokumen

2GB

46 OPD

3
Laporan

3
Laporan

Target
TWII TWII
1 1
Kegiatan Kegiatan
2GB 2GB
46 OPD 46 OPD
3 3
Laporan Laporan
3 3
Laporan Laporan
1 -
Laporan

TWIV

2GB

46 OPD

3

Laporan

3
Laporan

1
Laporan



No.

1.1.21.2

Uraian

a. Penyusunan Pedoman Teknis Pembangunan / Pengembangan
Aplikasi

b. Sosialisasi Pedoman Teknis Pembangunan / Pengembangan
Aplikasi

¢. Pendampingan Pembangunan / Pengembangan Aplikasi

d. Pembangunan / Pengembangan Aplikasi

e. Evaluasi Penerapan Pembangunan / Pengembangan Aplikasi

f. Tersusunnya laporan pemanfaatan aplikasi

g. Terlaksananya identifikasi daftar data pada IOP (Intelligent

Operations Platform)

h. Terselenggaranya kegiatan workshop input data

i. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi IOP

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN
PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA INTEROPABILITAS
DATA DAN INTEGRASI LAYANAN

a. Perencanaan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan
Pemerintah Daerah dalam rangka Interoperabilitas data dan
integrasi layanan

Indikator

Jumlah Pedoman Teknis Pembangunan / Pengembangan
Aplikasi

Jumlah Laporan Sosialisasi Pedoman Teknis
Pembangunan / Pengembangan Aplikasi

Jumlah Pendampingan Pembangunan / Pengembangan
Aplikasi

Jumlah Pembangunan / Pengembangan Aplikasi

Jumlah Laporan Evaluasi Penerapan Pembangunan /
Pengembangan Aplikasi

Jumlah laporan aplikasi yang dimanfaatkan oleh

perangkat daerah

Jumlah laporan daftar data pada IOP

Jumlah kegiatan workshop input data yang terselenggara

Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi IOP

Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem
Penghubung Layanan Pemerintah Daerah

Jumlah Aplikasi sumber data yang terhubung dengan
Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLP)

TWI

1
Pedoman
teknis

1
Laporan

12
Aplikasi

Target
TWII TWII
1 -
Laporan
1 Aplikasi 3 Aplikasi
1 Aplikasi 1 Aplikasi
1 1
Laporan Laporan
1 -
Laporan
- 1
Laporan
13 14
Aplikasi Aplikasi

TWIV

2 Aplikasi

1 Aplikasi

1
Laporan

1
Laporan

1
Laporan

15
Aplikasi



No.

1.1.213

1.1.2.2

Uraian

b. Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan
Pemerintah Daerah dalam rangka Interoperabilitas data dan
integrasi layanan

c. Monev Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan
Pemerintah Daerah dalam rangka Interoperabilitas data dan

integrasi layanan

KOORDINASI PEMANFAATAN PORTAL PELAYANAN
PEMERINTAH DAERAH YANG TERINTEGRASI

a. Identifikasi layanan digital berbasis siklus hidup
b. Pemutakhiran Portal Layanan Digital Pemerintah berbasis siklus
hidup

c. Integrasi Layanan Berbasis Siklus Hidup Pengguna ke dalam
Portal

d. Integrasi Layanan administrasi pemerintahan kedalam portal

e. Integrasi Layanan Digital Level 1 pada Platform Majadigi

f. Integrasi SSO (single sign on) Layanan administrasi
pemerintahan kedalam portal

PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator

Jumlah Aplikasi pemanfaat data yang terhubung dengan
Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP)

Jumlah Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Aplikasi yang
terhubung dengan Layanan Sistem Penghubung Layanan
Pemerintah (SPLP)

Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal
pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal
Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan,

dan/atau Portal Data Nasional

Jumlah layanan digital sesuai siklus hidup

Jumlah portal layanan yang dimutakhirkan

Jumlah layanan berbasis siklus hidup pengguna yang

tersedia dalam Portal

Jumlah layanan administrasi pemerintahan yang
terintegrasi

Jumlah layanan digital yang terintegrasi Level 1 pada
Majadigi

Jumlah SSO layanan administrasi pemerintahan yang
terintegrasi

Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi dalam
penyelenggaraan SPBE

TWI

12
Aplikasi

12
Aplikasi

Target

TWII

13
Aplikasi

16
Aplikasi

24
Layanan

1 portal

8
Layanan

5
Layanan

4
Layanan

TWIII

14
Aplikasi

28
Aplikasi

TWIV

15
Aplikasi

30
Aplikasi

2
Layanan



No.

1.1.2.21

1.1.22.2

Uraian

KOORDINASI PENYUSUNAN KEBIJAKAN TATA KELOLA SPBE

MELIPUTI ARSITEKTUR, PETA RENCANA, PROSES BISNIS,

SERTA PENYUSUNAN RENCANA DAN ANGGARAN SPBE

PEMERINTAH DAERAH

a. Penetapan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE

b. Sosialisasi Arsitektur dan Peta Rencana SPE

c. Verifikasi Renja dan RKA

d. Sosialisasi dan Workshop Pemerintah Digital

e. Penilaian Mandiri Evaluasi Pemerintah Digital

f. Penilaian Interviu Evaluasi Pemerintah Digital

g. Penerimaan Hasil Evaluasi Pemerintah Digital

KOORDINASI DAN FASILITASI PROMOSI LITERASI SPBE
DAN/ATAU KOLABORASI PENYELENGGARAAN SPBE

a. Penetapan Program Kerja SPBE

b. Pemantauan Pelaksanaan Program Kerja SPBE

Indikator

Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi
arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan
rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah

Jumlah Dokumen yang ditetapkan

Jumlah Laporan Sosialisasi

Jumlah Laporan Hasil Verifikasi

Jumlah Laporan Sosialisasi / Workshop

Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi

Jumlah Laporan Hasil Interviu

Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi

Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi
Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan
SPBE

Jumlah Dokumen yang ditetapkan

Jumlah Laporan Pemantauan

TWI

2
Dokumen

1
Laporan

1
Dokumen

Target
TW I TW I
1 -
Laporan
1 -
Laporan
1 -
Dokumen
- 1
Laporan
0 0
1 1
Laporan Laporan

TWIV

1
Dokumen

2
Laporan



No.

1.1.223

1.1.2.3

1.1.2.3.1

Uraian

c. Penyusunan Pedoman Teknis Pemerintah Digital

d. Evaluasi Pelaksanaan Program Kerja SPBE

KOORDINASI DAN FASILITASI PENYELENGGARAAN

KABUPATEN ATAU KOTA CERDAS

a. Pemutakhiran SK Dewan dan Tim Pelaksana Smart City

b. Monitoring Penyelenggaraan smart city

c. Evaluasi Penyelenggaraan Smart City

PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH

DAERAH KABUPATEN/KOTA

KOORDINASI PELAKSANAAN MANAJEMEN SPBE

a. Perencanaan Koordinasi Pelaksanaan Program Kerja
Manajemen SPBE

b. Pemantauan Pelaksanaan Manajemen SPBE

c¢. Penyusunan laporan hasil koordinasi dan evaluasi pelaksanaan

Manajemen

PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

Indikator

Jumlah Dokumen Pedoman Teknis

Jumlah Dokumen Evaluasi

Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi

penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas

Jumlah SK yang dimutakhirkan

Jumlah laporan pemantauan kegiatan

Jumlah laporan evaluasi kegiatan

Jumlah layanan SPBE yang dikelola melalui service desk

Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen

SPBE

Jumlah dokumen perencanaan koordinasi manajemen

Jumlah Laporan Pemantauan

Jumlah laporan hasil koordinasi dan evaluasi

persentase pemenuhan kebutuhan server

TWI

1
Dokumen

Target
TW I TW I
1 1
Dokumen  Dokumen
2 -
Dokumen
- 1
Laporan
1 -
Laporan

TWIV

1
Dokumen

1
Dokumen

1
Laporan

1
Laporan



No.

1.1.3.1

1.1.3.1.1

1.2

1.21

1.2.1.1

1.21.1.1

Uraian

PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN/KOTA

KOORDINASI PEMANFAATAN PUSAT DATA NASIONAL

a. Identifikasi Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah

ditempatkan di Pusat Data Nasional

b. Pengoperasian Pemanfaatan Pusat Data Nasional

c. Pemantauan Pemanfaatan Pusat Data Nasional

d. Penyusunan Laporan Hasil Koordinasi dan Evaluasi
Pemanfaatan Pusat Data Nasional

Meningkatnya implementasi persandian pada digitalisasi layanan

PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK
PENGAMANAN INFORMASI

PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN
INFORMASI| PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

PELAKSANAAN KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAHAN

DAERAH BERBASIS ELEKTRONIK DAN NON ELEKTRONIK

a. Penyusunan Perubahan SK Tim GresikKab-CSIRT (Computer
Security Incident Response Team)

Indikator

Jumlah aplikasi yang ditempatkan di Pusat Komputasi
dan Pusat Data

Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah
ditempatkan di Pusat Data Nasional

Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah
ditempatkan di Pusat Data Nasional

Jumlah Laporan Ketersediaan Layanan Pusat Data (SLA)
Jumlah Laporan Pemantauan Aplikasi SPBE Pemerintah
Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional

Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Evaluasi
Pemanfaatan Pusat Data Nasional

Persentase digitalisasi layanan yang menerapkan
persandian

Indeks KAMI (keamanan informasi)

Jumlah Aplikasi yang diamankan

Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi
Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non
Elektronik

Jumlah SK Tim yang disusun

Target

TWI TW I TW I
90 95 105
Aplikasi Aplikasi Aplikasi
3 3 3
Laporan Laporan Laporan
3 3 3
Laporan Laporan Laporan
- 1 0

Dokumen

TWIV

110
Aplikasi

3
Laporan

3
Laporan

1
Laporan



No.

1.21.1.2

Uraian

b. Sosialisasi Perubahan SK Tim GresikKab-CSIRT

c. Pengecekan rule firewall dan log firewall

d. Penanganan Insiden Keamanan SPBE

e. Pemutakhiran SOP Penanganan Insiden Siber

f. Sosialisasi SK SOP Penanganan Insiden Siber

g. Pemasangan sertifikat SSL (Secure Sockets Layer) ke Seluruh
website berdomain gresikkab.go.id

h. Penyusunan dan Penetapan Pedoman Pelindungan Data
Pribadi (PDP)

i. Sosialisasi Pedoman Pellindungan Data Pribadi kepada
Perangkat Daerah

j- Evaluasi dan Pemantauan
PENGELOLAAN SUMBER DAYA KEAMANAN INFORMASI DAN
PERSANDIAN PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN

ANALISIS KEBUTUHAN

a. Pelatihan Keamanan Data dan Informasi

Indikator

Jumlah Sosialisasi Perubahan SK Tim GresikKab-CSIRT
yang dilaksanakan

Jumlah Laporan Pengecekan

Jumlah Laporan penanganan insiden

Jumlah SK SOP Penanganan Insiden Siber

Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi

Jumlah Laporan Sertifikat SSL terpasang pada seluruh
website

Jumlah Pedoman Pelindungan Data Pribadi (PDP) yang
disusun dan ditetapkan

Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Jumlah Laporan Monev Keamanan SPBE

Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan
Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah
berdasarkan Analisis kebutuhan

Jumlah Laporan Pelatihan

TWI

Target

TWII TWIII TW IV
- 1 -
Kegiatan

- - 1
Laporan

- - 7
Laporan

- - 1
Dokumen

- - 1
Laporan

- - 1
Laporan

- - 1
Dokumen

- - 1
Laporan

- - 1
Laporan

- - 1
Laporan



No.

1.21.13

1.21.1.4

Uraian

b. Pelaksanaan sosialisasi dan/atau pelatihan keamanan SPBE
kepada seluruh PD

PENYEDIAAN LAYANAN KEAMANAN INFORMASI DAN
PERSANDIAN PEMERINTAH DAERAH

a. Penilaian kerentanan SPBE

b. Evaluasi dan Pemantauan Pemanfaatan TTE (Tanda Tangan

Elektronik)

PENETAPAN KEBIJAKAN TATA KELOLA KEAMANAN
INFORMASI DAN PERSANDIAN PEMERINTAH DAERAH

a. Penyusunan Dokumen ISO/IEC 27001:2022

b. Audit Internal ISO ISO/IEC 27001:2022

c. Audit Eksternal ISO ISO/IEC 27001:2022

d. Penilaian mandiri menggunakan Indeks KAMI

e. Pengajuan Penilaian Tingkat Kematangan Keamanan Siber
menggunakan Instrumen BSSN

Indikator

Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan
Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan
Layanan Keamanan Informasi dan Persandian

Jumlah Aplikasi SPBE yang dilakukan Penilaian
Kerentanan Vulnerability Assessment (VA)

Jumlah Laporan Pemanfaatan TTE

Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan
Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik
berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur
maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang
digunakan sebagai panduan dalam menjalankan

penyelenggaraan persandian

Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Jumlah Dokumen penilaian Indeks KAMI

Jumlah Dokumen Nilai tingkat kematangan keamanan
siber

TWI

13
Aplikasi

Target

TWII TWII
15 15
Aplikasi Aplikasi
- 1
Laporan
- 1
Laporan
- 1
Laporan

TWIV

1
Laporan

15
Aplikasi

1
Laporan

1
Dokumen

1
Dokumen



No.

1.3

1.3.1

1.3.1.1

1.3.1.1.1

1.3.1.1.2

1.3.1.13

Uraian

f. Penilaian menggunakan TMPI (Tingkat Maturitas Penanganan

Insiden)

Meningkatnya kualitas pengelolaan data statistik

PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP
DAERAH KABUPATEN/KOTA

KOORDINASI DAN KOLABORASI DALAM
PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

a. Menghadiri Forum Satu Data terkait perencanaan data

b. Mengumpulkan dokumen Berita Acara hasil desk daftar data

c. Melaksanakan pengumpulan data sesuai daftar data

d. Monev pengumpulan daftar data

PELAKSANAAN PROSES BISNIS STATISTIK SEKTORAL

SESUAI STANDAR

PENGINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN STATISTIK
SEKTORAL

a. Menyusun jadwal dan memilih kegiatan pelatihan untuk
peningkatan kapasitas SDM

Indikator

Jumlah Dokumen penilaian TMPI

Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data
Statistik Sektoral dalam Perencanaan, Monitoring dan
Evaluasi Pembangunan

Indeks Pembangunan Statistik

persentase data sektoral yang terintegrasi dalam satu
data

Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah
Jumlah notula Forum Satu Data terkait perencanaan
daftar data

Jumlah dokumen Berita Acara desk daftar data yang
dikumpulkan

Jumlah dokumen Berita Acara pemeriksaan data

Jumlah laporan progress keterisian daftar data

Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen

perencanaan kegiatan statistik sektoral

Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang
statistik

Jumlah jadwal pelatihan yang direncanakan

TWI

1
Dokumen

1
Dokumen

1
Dokumen

1
Dokumen

Target
TWII TWII
1 R
dokumen
- 1
Dokumen

TWIV

1
Dokumen



No.

1.31.1.4

1.3.1.1.5

Uraian

b. Melaksanakan kegiatan pelatihan untuk peningkatan kapasitas
SDM

c. Monev hasil implementasi kegiatan pelatihan

PENINGKATAN KUALITAS STATISTIK SEKTORAL

a. Perencanaan terkait kebutuhan aplikasi Al (Artifial Intelligence)

b. Pembangunan Aplikasi berbasis Al

c. Uji coba aplikasi berbasis Al

PEMENUHAN PRINSIP SATU DATA INDONESIA

a. Melakukan identifikasi kegiatan statistik sektoral

b. Melakukan pemeriksaan penerapan standar data dan metadata
statistik

c. Melakukan pemantauan update integrasi data pada portal
Gresik Satu Data dengan portal Open Data Jawa Timur dan Portal

SDI

d. Melakukan penjaminan penerapan kode referensi data

Indikator

Jumlah laporan hasil kegiatan pelatihan
Jumlah laporan monev hasil implementasi kegiatan
pelatihan

Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat
diakses oleh pengguna data

Jumlah dokumen Perencanaan terkait kebutuhan aplikasi
Al

Pembangunan Aplikasi berbasis Al

Jumlah laporan uji coba aplikasi berbasis Al

Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah
memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data

dan kode referensi dan/atau data induk

Jumlah dokumen hasil identifikasi kegiatan statistik
sektoral

Jumlah dokumen hasil pemeriksaan penerapan standar
data dan metadata statistik

Jumlah dokumen hasil pemantauan update integrasi data

Jumlah dokumen hasil penjaminan penerapan kode
referensi data

TWI

1
Dokumen

1
Dokumen

Target
TWII TWII

- 1

Dokumen
- 1

Dokumen
1 R

Dokumen

1
Dokumen

TWIV

1
Dokumen

1 Aplikasi

1
Laporan

1
Dokumen



No.

1.4

1.4.1

1.4.1.1

1.4.1.1.1

1.41.1.2

Uraian

e. Monev kegiatan statistik sektoral

Meningkatnya kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PUBLIK

PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

RELASI MEDIA

a. Verifikasi media dalam kegiatan relasi media

KEMITRAAN KOMUNIKASI DENGAN KOMUNITAS INFORMASI
MASYARAKAT

a. Menetapkan jadwal, peserta, bahan review, serta menyiapkan
administrasi dan sarana pendukung koordinasi terkait sosialisasi
Komunitas Informasi Masyarakat (KIM).

b. sosialisasi pembentukan Komunitas Informasi Masyarkat (KIM)

c¢. Monev pengelolaan konten KIM yang terbentuk

Indikator

Jumlah dokumen monev kegiatan statistik sektoral

Nilai keterbukaan informasi publik

Persentase keterpenuhan data dan/atau informasi publik
yang ditentukan oleh komisi informasi (Self Assessment
Questionnaire)

Jumlah Informasi penyelenggaraan pemerintah daerah
yang dipublikasikan

Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang
memenubhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan
pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam
kegiatan relasi media

Jumlah laporan verifikasi media

Jumlah Komunitas Informasi yang aktif
mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas
Kominfo

Jumlah dokumen perencanaan koordinasi sosialisasi
Komunitas Informasi Masyarakat (KIM).

Jumlah laporan sosialisasi Komunitas Informasi

Masyarkat

Jumlah laporan Monev yang dilaksanakan

TWI

1
Laporan

1
dokumen

Target
TWII TWII
1 laporan -

1 laporan

TWIV

1
Dokumen



No.

14113

1.41.1.4

1.41.1.5

Uraian

PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK

a. Perencanaan program siaran melalui Radio Digital

b. Pelaksanaan kegiatan siaran Radio Digital

c. Monev pelaksanaan siaran radio digital

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

a. Menetapkan jadwal, peserta, bahan review, serta menyiapkan
administrasi dan sarana pendukung koordinasi terkait Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

b. Sosialisasi PPID ke OPD dan desa

c. Koordinasi pengisian penilaian mandiri keterbukaan informasi
publik (Self-Asessment Questionaire / SAQ)

d. Monitoring dan evaluasi penilaian mandiri keterbukaan informasi
publik (Self-Asessment Questionaire / SAQ)

PENYUSUNAN KONTEN

a. Peningkatan kapasitas Gresik Newsroom

b. Monev pengelolaan konten perangkat daerah melalui media
sosial

Indikator

Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah
yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar
sesuai kriteria/juknis

Jumlah laporan program siaran

Jumlah laporan program siaran radio digital yang
dilaksanakan

Jumlah laporan monev penyelenggaraan program siaran

radio digital

Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan
sesuai peraturan perundangan

Jumlah dokumen perencanaan koordinasi review Daftar
Informasi dan Dokumentasi Publik
Jumlah laporan sosialisasi PPID yang dilaksanakan

Jumlah laporan kegiatan koordinasi pengisian SAQ yang
dilaksanakan

Jumlah laporan penilain SAQ Keterbukaan Informasi
Publik

Jumlah Konten Informasi Publik
Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan

Jumlah laporan monev yang dilaksanakan

TWI

1 laporan

3
program
siaran

1
dokumen

1 laporan

Target

TWII TWII
3 3
program program
siaran siaran
1 laporan -
- 1laporan
48 orang -

TWIV

3
program
siaran

1 laporan

1 laporan

1 laporan



No.

1.41.1.6

1.5

1.5.1

1.5.1.1

1.5.1.1.1

Uraian

c. Pengelolaan media yang dikelola pemerintah daerah

DUKUNGAN ADMINISTRATIF, KEUANGAN, DAN TATA KELOLA
KOMISI INFORMASI DI DAERAH DALAM RANGKA
PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

a. Menetapkan jadwal, peserta, bahan review, serta menyiapkan
administrasi dan sarana pendukung koordinasi Uji Konsekuensi
Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP).

b. Koordinasi Uji Konsekuensi Daftar Informasi dan Dokumentasi
Publik (DIDP).

Meningkatnya kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PUBLIK

PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

MONITORING INFORMASI KEBIJAKAN, OPINI, DAN ASPIRASI
PUBLIK

a. Penyusunan SK Tim layanan pengaduan pemerintah daerah
b. Peningkatan kapasitas pengelola layanan pengaduan
pemerintah daerah

c. Monitoring dan evaluasi layanan pengaduan SP4N LAPOR! dan
Call Center 112

Indikator

jumlah media yang dikelola

Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan
Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel
serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan
Informatika

Jumlah dokumen perencanaankoordinasi Uji
Konsekuensi Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik

(DIDP).

Jumlah laporan kegiatan koordinasi Uji Konsekuensi
Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP).

Persentase Pengaduan pelayanan Publik yang
diselesaikan

Persentase pengaduan layanan publik yang
ditindaklanjuti

Persentase pengaduan layanan publik yang difasilitasi

Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang
berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas
Pemerintah Daerah

Jumlah SK Tim yang disusun

Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan

Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi yang dilakukan

TWI

5 media

1
dokumen

58 orang

Target
TWII TWII
5 media 5 media

1 -
dokumen
1 laporan -

1 laporan 1 laporan

TWIV

5 media

1 laporan



No.

Uraian

d. Penyusunan Laporan Hasil Koordinasi dan Evaluasi Layanan
Pengaduan

Indikator

Jumlah laporan yang disusun

Target

TWI TWII T™WII TWIV

- - - 1 laporan
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